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ABSTRAK 

Kota administrasi Pariaman dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 79,22 

km2 yang merupakan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman.Dalam ketentuan 

Undang-undang 36 tahun 2009 tentang Dinas Kesehatan adalah unsur 

pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang kesehatan dan dipimpin langsung oleh 

seorang kepala dinas. Adapun permasalahan yang diteliti: 1) Bagaimanakah tugas 

dan fungsi dinas kesehatan dalam pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, 

dan bendahara tahun anggaran 2017? 2)Apakah kendala-kendala yang dihadapi 

Dinas Kesehatan dalam pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan 

bendahara tahun anggaran 2017?. Penulis menggunakan metode penelitian dengan 

pendekatan masalah yuridis dan sosiologis bersifat deskriptif. 1) Bagaimana 

Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Dalam Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna 

Anggaran, dan Bendahara Tahun Anggran 2017.Ketentuan dalam pasal 171 

undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 menjadikan alokasi belanja di bidang 

kesehatan sesuatu yang mutlak dipenuhi (mandatory spending). Pasal tersebut 

menyebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 

minimal 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan belanja negara diluar gaji, 

sementara pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota mengalokasikan anggaran 

kesehatan sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan 

belanja daerah diluar gaji. 2) Apakah kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan 

dalam pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan bendahara tahun 

anggaran 2017. Banyak kegiatan yang sebenarnya memiliki kinerja yang sama, 

tetapi membutuhkan anggaran cukup berbeda, Tujuan dari pembangunan bidang 

kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan yang terus membaik. Penggunaan 

anggaran di bidang kesehatan diharapkan seoptimal mungkin dapat termanfaatkan 

untuk mencapai tujuan tersebut.  

Kata kunci: Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Pariaman
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 nomor 12 Tahun 

2002 tentang pembentukan kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat. Kota 

administrasi Pariaman dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 79,22 km
2
 yang 

merupakan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman. Telah menunjukan 

perkembangan yang pesat, khususnya dibidang pelaksanaan pembangunan dan 

meningkatnya jumlah penduduk.Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya 

peningkatan di bidang penyelenggaran pemerintah, pelaksanaan pembangunan, 

dan kemasyarakatan  dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

masyarakat di wilayah Kota Administrasi Pariaman. 

Secara geografis wilayah kota administratif Pariaman mempunyai 

kedudukan strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Dari segi 

potensi pertanian, perhubungan, industri, dan perdagangan, serta pariwisata. Kota 

administratif Pariaman yang meliputi Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan 

Pariaman Tengah, dan Kecamatan Pariaman Selatan.
1
 

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 tahun 

2006 telah diubah sehingga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011, dan dengan dilaksanakannya pengisian struktur organisasi dan tata 

kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 di lingkungan 

Pemerintahan kota Pariaman, maka perlu ditetapkan pejabat selakupengguna

                                                             
1
 Siswanto Sunarno2002, Hukumpemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, 

jakarta hlm, 14 
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anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan bendahara di lingkungan pemerintah 

Kota Pariaman tahun 2017.
 

Instansipemerintahmerupakansalahsatubentukorganisasi non profit yang  

bertujuanmeningkatanpelayanankepadamasyarakatumum yang 

dapatberupapeningkatankeamanan,peningkatanmutupendidikanataupeningkatanm

utukesehatandan lain-lain. Apabiladibandingkandenganinstansilain, 

instansipemerintahmemilikikarakteristiktersendiriyanglebihterkesansebagailemba

gapolitikdaripadalembagaekonomi. Akan tetapi, 

sebagaimanabentukbentukinstansilainnya, 

instansipemerintahjugamemilikiaspeksebagailembagaekonomi.Instansipemerintah

melakukanberbagaibentukpengeluarangunamembiayaikegiatan-kegiatan yang 

dilakukan di satusisi, dan di sisi lain 

instansiiniharusmelakukanberbagaiupayauntukmemperolehpenghasilangunamenut

upiseluruhbiayatersebut. 

Sebagaimanapemerintahjugaberusahauntukmencegahataumenghindaripemb

orosandanhal-hal lain yang dianggapmerugikankarenahal-

haldemikianakanmembawapengaruhburukbagi keuanganmasing-

masinginstansipemerintah.Sistemakuntansikeuangandalamsebuahinstansipemerint

ahmerupakansuatuhalyang pentinguntukdiperhatikan,halinidikarenakan system 

akuntansikeuangandapatdigunakansebagaialatpengaturdanpengendalianuntukselur

uhkegiatankeuangan.Penerapansistemberdasarkanperaturanyang 

ditetapkanbertujuanuntukmengaturdanmelindungikekayaanatauassetmilikinstansi 
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yang bersangkutan.Diterapkan di 

semuaaktifitasinstansipemerintahdapatdijalankandenganefisien. 

Penyusunananggarankesehatanhendaknyadilakukanberlandaskanasasefisien

si, tepatguna, tepatwaktupelaksanaan, 

danpenggunaannyadapatdipertanggungjawabkan.Dana yang 

tersediaharusdimanfaatkandengansebaikmungkinuntukdapatmenghasilkanpeningk

atandankesejahteraanmaksimaluntukkepentinganmasyarakat.Agar 

tujuandalamotonomidaerahdapattercapai.Untukmemberikanjaminandanpelayanan

masyarakat yang 

baikgunakeberlangsungankesejahteraanmasyarakatpadaumumnya. 

AnggaranpadaDinasKesehatanmerupakan instrument kebijakan yangdipakai 

sebagaialatuntukmeningkatkanpelayananumumdankesejahteraanmasyarakat 

didaerah.Olehkarenaitu, 

makapemerintahdaerahharusberupayasecaranyatadanterstrukturgunamenghasilkan

AnggaranKesehatan.
2
 

AnggaranDinasKesehatanmerupakanalat/wadahuntukmenampungberbagaik

epentinganpublik yang diwujudkanmelaluiberbagaikegiatandan program yang 

telahdirasakanolehmasyarakat.Agar 

dapatmenjadiefektifuntukmenampungaspirasidankeinginanmasyarakat, 

makasystempenyusunanAnggaranDinasKesehatanharussesuaidenganaturandanpro

seduryang 

sudahditetapkanpemerintahdengandiikutipengawasandanpengendaliannya. 

                                                             
2
Di akses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pengguna_anggaran pada tanggal 08 agustus 

2017 pukul 09,30 
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Tugasdananggaransebagaimana yang dimaksuddalam dictum kesatu yaitu: 

menyusun Rencana kerja-organisasi perangkat daerah, menyusun dokumen 

pelaksanaan anggaran-organisasi perangkat daerah, melakukantindakan yang 

mengakibatkanpengeluaranatasbebananggaranbelanja, melaksanakananggaran 

organisasi perangkat daerah yang dipimpinya, 

melakukanpengujianatastagihandanmemerintahkanpembayaran, 

melaksankanpemungutanpenerimaanpajakdanbukanpajak, 

mengadakanikatanperjanjiankerjasamadenganpihaklain dalambatasanggaran yang 

telah di ciptakan, menandatangani surat perintah membayar, 

mengelolautangdanpiutang yang menjadi tanggungjawab organisasi perangkat 

daerah yang dipimpinnya  mengelolabarangmilikdaerah yang 

menjaditanggungjawab organisasi perangkat daerah yang 

dipimpinnya,menyampaikanlaporanyang 

dipimpinnya,mengawasipelaksanaananggaran organisasi perangkat daerah yang 

dipimpinnya, melaksanakantugas-

tugaspenggunaanggaran/penggunabaranglainnyabedasarkankuasa yang di 

limpahkanolehwalikotapariaman, 

bertanggungjawabataspelaksanaantugaskepadaWalikotaPariamanmelaluiSekretari

sDaerah, dalamrangkapenggadanbarang/jasa, 

penggunaanggaranbertindaksebagaipenjabatpembuatkomitmen (PPK) 

sesuaiperaturanperundang-undangan di bidangpengadaanbarang/jasapemerintah. 

Pengguna anggaran adalah peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah 

Indonesia yang merujuk pada pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
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anggaran yang berada di kementerian, lembaga, bagian dari satuan kerja 

perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah.pengguna anggaran, dapat menerima pengalihan wewenang dari pengguna 

anggaran baik seluruhnya maupun sebagian. 

Pelaksanaan anggaran adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk 

melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi dimana 

anggaran yang disusun dengan baik tenyata tidak dilaksanakan dengan tepat, 

tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan 

secara tepat. Persiapan anggaran yang baik merupakan awal baik, secara logis 

maupun kronologis. Walaupun demikian proses pelaksanaannya tidak menjadi 

sederhana karena adanya mekanisme yang menjamin ketaatan pada program 

pendahuluan. Bahkan dengan perkiraan yang baik sekalipun, akan ada perubahan-

perubahan tidak terduga dalam lingkungan ekonomi makro dalam tahun yang 

bersangkutan yang perlu diperlihatkan dalam anggaran. Tentu saja perubahan-

perubahan tersebut harus disesuaikan dengan cara yang konsisten dengan tujuan 

kebijakan yang mendasar untuk menghindari terganggunya aktivitas/satker dan 

manajemen program/kegiatan. 

Penggunaanggarandalammelaksanakantugas-

tugassebagaimanadimaksudsebagai berikut. 

dapatmelimpahkansebagiankewenangannyakepada 

KPA/kuasapenggunabarangpada organisasi perangkat daerah yaitu, 

melakukantindakan yang mengakibatkanpengeluaranatasbebananggaranbelanja, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengguna_anggaran
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengguna_anggaran
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melaksanakananggaran unit kerja yang dipimpinnya, 

melaksanakanikatan/perjajnjiankerjasamadenganpihak lain dalambatasanggaran 

yang telahditetapkan, menandatangani SPM-TU, mengawasipelaksanaananggaran 

unit kerja yang dipimpinnya, melaksanakantugas-

tugaskuasapenggunaanggaranlainnyaberdasarkankuasa yang 

dilimpahkanolehpejabatpenggunaanggaran, dandalampengadaanbarang/jasa, 

kuasapenggunaanggaran (KPA) 

sekaligusbertindaksebagaipejabatpembuatkomitmen (PKK). 

Dalam ketentuan Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang Dinas kesehatan 

dalam Pasal 1 adalah unsur pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang kesehatan 

dan dipimpin langsung oleh seorang kepala dinas (kadin). Kadin berkedudukan di 

bawah kepala daerah serta bertanggung jawab langsung pada kepala daerah 

melalui sekretaris daerah (sekda). 

Tugas pokok dinas kesehatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan 

daerah sesuai dengan asas otonomi serta kewajiban pembantuan dalam bidang 

kesehatan di lingkup daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, dinas kesehatan 

memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut. 

a. Fungsi perumusan kebijakan teknis di dalam bidang medis  

1) Fungsi penyelenggara urusan pemerintah dan layanan umum dalam 

bidang medis di ruang lingkup; 

2) Fungsi pelaksanaan dan pembinaan tugas dalam bidang pelayanan, 

pencegahan penyakit, dan rujukan, usaha kesehatan masyarakat, serta 

sumber daya kesehatan di ruang lingkup; 

3) Fungsi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi dalam bidang medis di ruang 

lingkup; 
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4) Fungsi pelaksana tugas sekretariatan dinas; dan 

5) Fungsi pelaksana tugas-tugas dalam bidang kesehatan yang diserahkan 

dari kepala daerah sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya. 

 

 Pengertian Bendahara adalah orang yang bertugas untuk membuat 

pembukuan dan mengatur keuangan dalam sebuah organisasi atau kepanitaan. 

Dalam sebuah organisasi tugas pertama seorang bendahara adalah membuat 

rencana Anggaran Pengeluaran Belanja Organisasi (RAPBO) untuk satu periode 

kepengurusan.  

RAPBO berfungsi sebagai salah satu bahan pertimbangan ketika 

mengeluarkan anggaran. RAPBO harus dibuat dengan baik dan direncanakan 

dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, Sehingga buatlah 

rencana kegiatan yang sesuai dengan anggaran yang dimiliki agar dalam 

pelaksanaannya kegiatan tidak mengalami kendala dalam anggaran. 

Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara terakhir diatur 

dalamPeraturan Menteri Keuangan Nomor 

162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Satuan 

Kerja Pengelola Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. 

Tugasbendaharapengeluaran, melakukantindakan organisasi perangkat 

daerah bertugasuntukmenerimamenyimpan, 

membayarkan,menatausahakandanmempertanggungjawabkanpengeluaranuangdal

amrangkapelaksanaan APBD pada organisasi perangkat daerah, 

dalammelaksanakantugassebagaimanadimaksuddiatasbendaharapengeluaranberwe

nang dalam beberapa hal, sebagai berikut. 

http://www.wikiapbn.org/peraturan-menteri-keuangan-nomor-162pmk-052013/
http://www.wikiapbn.org/peraturan-menteri-keuangan-nomor-162pmk-052013/
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a. Mengajukanpermintaanpembayaranmenggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-

LS. 

b. Menerimadanmenyimpanuangpersedian. 

c. Melaksanakanpembayarandariuangpersedian yang dikelolanya. 

d. Menolakperintahbayardaripenggunaanggaran/ kuasapenggunaanggaran yang 

tidaksesuaidenganketentuanperaturan. 

e. Menelitikelengkapandokumenpendukung SPP-LS yang diberikanoleh PPTK. 

f. Mengembalikandokumenpendukung SPP-LS yang diberikanoleh PPTK, 

apabiladokumentersebuttidakmemenuhisyaratdan/ atautidaklengkap. 

 

 

 

Berdasarkanuraiandiatas, 

makapenulisakanmemaparkandalambentukkaryailmiahdenganjudul 

„’IMPLEMENTASI KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA PARIAMAN 

NOMOR 33/900 TENTANG PENGGUNA ANGGARAN, KUASA 

PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA  PADA DINAS 

KESEHATANTAHUN ANGGARAN 2017’’ 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dirumuskan 

dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakahtugas dan fungsi dinas kesehatan dalam pengguna anggaran, 

kuasa pengguna anggaran, dan bendahara tahun anggaran 2017? 

2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam pengguna 

anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan bendahara tahun anggaran 2017? 

 

C. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini 

adalahsebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam pengguna 

anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan bendaharaDikota Pariaman Tahun 

2017 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kesehatandalam 

pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan bendaharaDikota 

Pariaman Tahun 2017 

 

 

 

 

 

D. MetodePenelitian 

1. Jenis Penelitian/Tipe Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-

sosiologis (empiris) yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan 

untuk mendapatkan data primer di bidang hukum, untuk melengkapi data yang 

diperoleh penelitian lapangan, juga dilakukan penelitian  kepustakaan, adapun alat 

penelitian yang digunakan untuk penelitian lapangan (Field Research) adalah 

observasi dan wawancara. Sementara alat penelitian yang digunakan untuk 

mengumpulkan teori yang mendukung adalah penelitian kepustakaan (Library 

Research). 

2. Sumber Data  

Data yang digunakan untuk meneliti ada dua macam: 

a. Data Primer 
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Data primer adalah data yang dipublikasikan oleh suatu badan atau orang 

yang mengumpulkan data tersebut. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dipublikasikan oleh suatu badan atau 

orang yang bukan pengumpul data tersebut. Data sekunder mencakup: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat, terdiri atas: 

a) Norma Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

b) Peraturan perundang-undangan, terdiri atas:
3
 

(1) Undang-undang Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 2002 Tentang 

Pembentukan Kota Pariaman 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 di lingkungan pemerintahan kota 

Pariaman ditetapkan pejabat selaku pengguna anggaran, kuasa 

pengguna anggaran, dan bendahara di lingkungan pemerintah kota 

Pariaman 

(3) Keputusan Walikota Kota Pariaman Nomor 33/900 Tahun 2017 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil-hasil 

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain. 

3) Bahan Hukum Tersier 

                                                             
3
 Bambang Sunggono,2012,Metodologi Penelitian Hukum,cet.12, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hlm.42 
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Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya 

kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan kamus hukum. 

3. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut: 

a. Studi Dokumen atau Studi Kepustakaan 

Studi Dokumen atau Studi Kepustakaan adalah mempelajari kepustakaan 

atau literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. 

 

b. Wawancara  

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki 

komunikasi langsung antara pewawancara dengan responden. 

4. Analisis Data  

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, dalam rangka 

menyusun dan menganalisis data, digunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif 

adalah melakukan penilaian data-data yang didapat dilapangan guna memperoleh 

simpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap semua data yang diperoleh dari 

hasil penelitian tersebut. 

Setelah semua data Penulis peroleh baik itu data primer maupun data 

sekunder, kemudian penulis melakukan pengumpulan data melalui proses:
4
 

a. Editing karena dalam pengumpulan data tidak semua data dapat dimasukan 

tetapi mengambil yang dierlukan dari data yang dikumpul. 

                                                             
4
 Amirudin dan zainal hasikin,2014,Pengantar Metode Penelitian Hukum,PT Raja 

Grafindo Persada,Jakarta, hlm 53 
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b. Coding memakai pengolahan data coding karena beberapa hal yang 

dijelasskan dengan menggunakan data tertentu. 

Analisis data dari pengolahan data yang penulis lakukan, maka diperlukan 

analisis data, untuk itu digunakan analisis kualitatif, artinya data yang diperoleh 

tidak berbentuk angka-angka tidak memerlukan presentase dan tidak memerlukan 

pengukuran tertentu serta tabulasi, tabel. Oleh sebab itu analisis ini berbentuk 

kalimat-kalimat / uraian-uraian yang menyeluruh, dengan gejala dan fakta yang 

terdapat dilapangan sehubungan permasalahan yang diangkat. Semua hasil 

penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Setelah itu 

dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya. 


